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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif a tidak dilambangkan
ب Ba b Bc
ت Ta t Tc
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas
ج Jim j Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha k ka dan ha
د Dal d De
ذ Zal z zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin s es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ھ Ha y Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ى Ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah a A
 ِا kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ Ai a dan i
 َو fatḥah dan wau Au a dan u
Contoh :
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلَْﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






......ىَ  |ا◌َ Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas




 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamutu
4. Tā’marbūṫah
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup
Ta’marbutah yang hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah)
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat)
dilambangkan dengan "h".
Contoh:
 ِل َﻒَْطﻷْا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal
 َُﺔﻠِﺿ َﺎﻔﻟْا َُﺔﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا : al-hikmah
A. Syaddah (Tasydid)
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang





Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
tersebut.






Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
1. Hamzah di awal
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
2. Hamzah tengah




Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah.Bagi kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa




E. Lafz al-Jalalah (  ﱠﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ﱠﷲ ُﻦْﯾِد Dinullahِﺎﺒﮭﻠﱠﻟا billah
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُْﻢھ   ﱠﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah
F. Huruf Kapital
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut,
bukan huruf awal dari kata sandang.
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Wa ma Muhammadun illa rasul
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Skripsi ini bertujuan untuk bentuk pembinaan terhadap Narapidana
pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Rutan Kelas II B
Pinrang. Faktor-faktor penghambat proses pembinaan terhadap Narapidana
pelaku pelecehan anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Pinrang. Peran
pembinaan Narapidana pelaku pelecehan seksual anak dalam presfektif
hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu
pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara bahasan
masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti UU No.12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga
menggunakan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul
penelitian.
Jenis penelitian digunakan adalah tinjauan pustaka dan lapangan.
Tinjauan pustaka yakni mengkaji dan mengangkat hal-hal yang berkenaan
dengan permasalahan dari berbagai buku sebagai referensi atau pendapat
para pakar, tinjauan lapangan yakni observasi dan wawancara.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan II B Kabupaten
Pinrang menggunakan pola pembinaan kepribadian dan pembinaan
kemandirian. Namun pelaksanaan pembinaan di Lembaga
Permasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang belum efektif sesuai yang
diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Faktor-faktor
penghambat dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang antara lain: sarana dan prasarana
yang belum cukup, over kapasitas, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan
yang masih kurang.
Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan
narapidana dengan mengasingkan pelaku jarimah adalah sejalan dengan
konsep tentang Pemasyarakatan yang tujuannya untuk medidik para
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A. Latar Belakang Masalah
Dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Indonesia senantiasa diwarnai
dengan berbagai macam reaksi dan gejolak serta pembaharuan pembangunan. Di
mana pada berbagai sisi dan dimensi seringkali menimbulkan benturan-benturan
dan konsekwensi dalam dinamika bernegara. Akibat-akibat tersebut ada yang
bercorak politik, sosial maupun budaya.
Kabupaten Pinrang sebagaimana halnya dengan kabupaten yang ada di
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dalam dinamika gerak pembangunan
daerahnya senantiasa lebih menitik beratkan dan mengedepankan pembangunan
pada aspek peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Pinrang, baik
secara materil maupun spiritual, Sebagaimana dikemukakan oleh ketua (KNPI )
Abd Wahid Nara periode 2014-2017.
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat untuk melakukan
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia,
tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Rutan merupakan unit pelaksana
teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang sebelumnya Departemen Kehakiman.
Penghuni Rumah Tahanan Negara merupakan narapidana atau warga
Binaan Pemasyarakatan yang sudah dinyatakan bersalah. Adapun statusnya masih
dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.
Tahanan ini hanyalah titipan dari Kepolisian, Kejaksaan ataupun Pengadilan
1
Negeri, karena statusnya sebagai tahanan titipan maka belum dilakukan
pembinaan. Pembinaan di Rutan dilakukan oleh sipir penjara.
Penghuni Rutan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari segi usia
maupun panjangnya hukuman mulai dari 3 (tiga) bulan sampai hukuman seumur
hidup dan hukuman mati. Spekrum penghuni Rutan yang sangat luas, baik dari
segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman,
menyebabkan pengelola LP pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan
penyesuaian ataupun perubahan.1
Sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut berbagai perundangan
warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur
dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetus
oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1964 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden
Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercerimin di dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat
menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah
dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi.2
Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan
menjadi sistem pemasyarakatan, perubahan dari rumah penjara menjadi Rumah
Tahanan Negara, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan
bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep
pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan warga binaan
1Muhammad Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem
Pemasyarakatan (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusantara,2007), h. 46.
2Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasyarakatan (Jakarta: Fisif-UI,2009), h. 25.
pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan
dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan
mental dan pembinaan iman) dalam Rutan harus benar-benar dijalankan.
Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan,
pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP
No. 31 Tahun 1999), yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999:
1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan
pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.
3. Program pembimbingan.3
Pembinaan dan pembimbingan narapidana berupa kegiatan pembinaan
kepribadian dan kegiatan kemandirian. Semua ini dilakukan karena narapidana
merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak yang patut
dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari
ancaman. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan
dengan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental
dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan
bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan
pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar
nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat. Adapun
3Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.
3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan,
yaitu:
1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri.
2. Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak
pidana.4
Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai
lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani




3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.5
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan
wewenang pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya
manusia yang didasarkan kepada sumber daya manusia, pengembangan ini juga
sangat penting bagi narapidana. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat
pembinaan pelaku kejahatan.
Bentuk kejahatan apapun yang pernah dilakukan, misalnya seorang pelaku
pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk dapat hidup di tengah-tengah
masyarakat harus mampu menyesuaikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-
benar sadar, insaf, menunjukkan sikap serta perilaku yang baik dan yang
terpenting pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Narapidana pelaku
4Tina Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia, Edisi
(Cet.II;Yogyakarta:Deepublish,2015), h. 23-25.
5Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan
sanksi pemidanaan dan pembinaan yang tepat karena maraknya pemberitaan di
media massa maupun media elektronik tentang terjadinya kejahatan seksual di
berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun
2015, terdapat 1.033 kasus perkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan
seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 46 kasus melarikan anak perempuan dan
12 kasus percobaan perkosaan.6
Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh
kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya
menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Upaya penanganan atas
kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan instrumen hukum pidana
secara efektif melalui sistem peradilan pidana. Dewasa ini tindak pidana
kekerasan seksual semakin tinggi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat
Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun
2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak
anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58%
dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap
anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.
Data dan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun
terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan
kekerasan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan
6Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta Timur: Sinar
Grafika Offset,2016), h. 4.
2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan kekerasan seksual). Pada 2013, terjadi
peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan kekerasan
seksual 1 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung:
Tarsito, 1981, Hlm, 71 3 sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April),
terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku
anak.2 Berdasarkan data tersebut merajalelanya kejahatan kesusilaan ini terutama
semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua.
Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kasus pelecehan terhadap anak
sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan.
Dengan kondisi seperti ini, menunjukkan adanya masalah yang harus diselesaikan
secara komprehensif, yaitu suatu pembinaan yang dapat membuat para narapidana
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan
yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan kesusilaan. Dalam pandangan
Islam perbuatan asusila dan perbuatan dosa besar yang hanya dilakukan oleh
orang-orang yang kadar imannya lemah. Perbuatan cabul masuk ke dalam
kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinaan. Hukum Islam
memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan
mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum kawin,
dilakukan suka sama suka atau tidak.7
7Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 3.
Oleh sebab itu, Agama jelas-jelas melarang perzinahan dan menuntut
umatnya yang berbuat zina atau melakukan tindak pidana pencabulan dan bahkan
melarang untuk mendekatinya.
Dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu, misalnya insiden kaburnya
ratusan penghuni Rutan di Pekanbaru yang disebabkan karena jumlah penghuni
Rutan yang melebihi kapasitas, diduga pula banyaknya pungutan liar yang
dilakukan oleh petugas. Kasus lain seperti kebebasan seksual yang melibatkan
narapidana, peredaran narkotika di dalam penjara, peredaran majalah porno yang
terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan
betapa masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang seharusnya
mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak yang memiliki
kesadaran untuk kebaikan secara menyeluruh. Tentu banyak faktor yang
menyebabkan mereka berperilaku seperti ini, tetapi salah satu faktor penyebab
yang sangat kuat adalah mereka tidak mendapatkan pembinaan yang memadai
sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu suatu pembinaan yang dapat membuat
mereka sadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena telah berbuat salah
dan berupaya tidak lagi mengulang perbuatan sebagaimana yang pernah dilakukan
sebelumnya.
Adapun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang ada dugaan
pembinaan para narapidana, belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan, antara
lain belum terwujudnya pembinaan yang manusiawi, tegas, terdidik, dan spesifik
artinya pelaku kejahatan khusus misalnya pelaku pelecehan anak haruslah diberi
pembinaan yang tegas, memberikan pemahaman agama yang lebih baik dan ketat
karena perbuatannya spesifik memalukan sekaligus menjadi aib, tidak sopan
bahkan bila dibandingkan dengan perbuatan pencurian maka pencurian lebih
sopan daripada melecehkan, terlebih anak dan anak-anak yang menjadi
korbannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pembinaan Narapidana Pelecehan Seksual Anak Di
Bawah Umur Di Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum
Islam”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
a. Pembinaan Narapidana
b. Pelaku Pelecehan Seksual  Anak di Bawah Umur
2. Deskripsi Fokus
a. Makna Pembinaan
Pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar
kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem
pemasyarakatan, pembinaan memenjuruskan para narapidana dan anak didik
kepada kesanggupan untuk berpikir baik dan berbuat baik.
b. Bentuk-bentuk pembinaan
Suatu usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai
instansi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan)
agar mencapai hidup sehat jasmani dan rohani. Adapun bentuk pembinaannya
terdiri dari 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
c. Makna pembinaan dalam perspektif islam
Pembinaan yang bersumber dari pandangan hukum agama Islam.
Tabel 1
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Pembinaan Narapidana 1. Makna Pembinaan
2. Pelaku Pelecehan Seksual  Anak di
Bawah Umur
2. Bentuk-Bentuk Pembinaan
3. Makna Pembinaan dalam Perspektif
Hukum Islam
Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan maka pokok
permasalahan dari karya tulis ini, yaitu bagaimana pembinaan terhadap
narapidana pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur. Dari pokok
permasalahan tersebut sub permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap Narapidana pelaku pelecehan
seksual anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Pinrang?
2. Faktor-faktor penghambat proses pembinaan terhadap Narapidana pelaku
pelecehan anak di bawah umur di Rutan Kelas II B Pinrang?
3. Bagaimanakah peran pembinaan Narapidana pelaku pelecehan seksual
anak dalam presfektif hukum Islam?
C. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian.Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap
karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian
yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:
1. M. Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqīh Jināyah menjelaskan
tentang hukuman penjara. Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk
hukuman penjara, yaitu al-ḥabsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-
man’u yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-ḥabsu
adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang
melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.
Berdasarkan pemikiran ini, ulama membolehkan ūlīl amri membuat
penjara. Para ulama membolehkan sanksi penjara. Namun dalam buku ini
lebih menitik beratkan pidana penjara dalam hukum Islam atau pidana
penjara yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad saw.
2. Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum menjelaskan bahwa
efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kaidah hukum atau
peraturan itu sendiri, penegak hukum memainkan peran penting dalam
mengfungsikan hukum yang ada, fasilitas atau sarana sangat penting untuk
mengefektifkan suatu aturan tertentu, dan masyarakat yang diperlukan
kesadarannya dalam mematuhi sebuah peraturan. Namun dalam buku ini
penulis tidak menjelaskan secara jelas bahwa penegak hukum yang
menjadi faktor efektifnya suatu hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan
melainkan semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Tapi buku ini
memberikan gambaran bahwa efektifnya suatu peraturan dipengaruhi
empat faktor.
3. Narsidi dan Wuraji dalam jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan
volume III No. 4 Tahun 2011 yang dipublikasikan oleh
www.portalgaruda.org dengan judul penelitian Implementasi Program
Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B Metro menjelaskan bahwa dalam hal
pembinaan narapida di Lapas Kelas II B Metro memiliki beberapa
kekurangan yang menjadi faktor penghambat pembinaan narapidana yaitu,
sarana pembinaan dan profesionalitas para petugas. Namun dalam
penelitian lebih berfokus pada program pembinaan yang telah ditetapkan
oleh lembaga pemasyarakatan dan tidak melihat pandangan hukum
Islamnya.
4. Mudzakkir dalam jurnal hukum No. 4 volume 2 tahun 1995 yang
dipublikasikan oleh www.jurnal.uii.ac.id dengan judul Model
Pemasyarakatan yang Ideal menjelaskan untuk mencari model
pemasyarakatan yang ideal tidak lepas dari tiga pokok pangkal, yaitu
peraturan pidana dan pemidanaan, penegakan hukum pidana, dan
pelaksanaan pidana yang salah satunya pidana penjara (pemasyarakatan)
dan pelaksanaan pidana dengan system pemasyarakatan beriorentasi pada
perbaikan si pelaku yang menjangkau aspek perbaikan hubungan dengan
Tuhan, manusia, dan pada diri sendiri. Penelitian ini membantu
memberikan gambaran tentang konsep pemasyarakatan yang ideal untuk
diterapkan disemua lembaga pemasyarakatan.
5. Melati Lie mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam Skripsinya yang
berjudul Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kota Palopo menjelaskan bahwa dalam hal pengukuran kinerja yang
efektif mempunyai kunci, yaitu: ukuran kinerja yang efektif akan selalu
membantu orang memonitor, mengontrol dan mengelolah, ukuran kinerja
ditangkap dan disampaikan kepada pengguna, ukuran kinerja dibagikan
kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat, ukuran kinerja berarti
dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah, dan penyajian
kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Skripsi ini membantu
peneliti dalam hal mengukur tingkat keefektifan dari suatu lembaga dalam
melaksanakan tugasnya. Namun dalam skripsi ini lebih berfokus pada
kinerja badan kepegawaian daerah Kota Palopo.
6. Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan mahasiswa Universitas hasanuddin
dalam skripsinya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Pidana terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika( Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa) menjelaskan bahwa
proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Sungguminasa belum efektif karena dipengaruhi berbagai hal diantaranya
13 fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang belum memadai. Namun dalam
skripsi ini lebih berfokus pada pembinaan yang diberikan kepada
narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan
lokasi penelitiannya berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Sungguminasa. Berdasarkan pemaparan literatur tersebut, tidak ada
satupun yang membahas mengenai Peranan Lapas kelas II B PINRANG
dalam membina narapidana perspektif hukum Islam. Walaupun memang
sedikit dalam kajian terdahulu pernah ada yang membahas tentang
Lembaga Pemasyarakatan namun lebih fokus pada pembinaan narapidana
dengan kasus penyalahgunaan narkotika, akan tetapi tidak membahas
pembinaan narapidana secara umum, perspektif hukum Islam tentang
pelaksanaan pembinaan narapidana dan daerah penelitian yang berbeda.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab
rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk bentuk pembinaan terhadap Narapidana pelaku pelecehan seksual anak
di bawah umur di Rutan Kelas II B Pinrang.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses pembinaan terhadap
Narapidana pelaku pelecehan anak di bawah umur di Rutan Kelas II B
Pinrang.
c. Untuk mengetahui peran pembinaan Narapidana pelaku pelecehan seksual
anak dalam presfektif hukum Islam.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis serta
menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
b. Kegunaan Praktis
Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan
hukum di Indonesia, khususnya mengenai pembinaan terhadap narapidana pelaku
pelecehan seksual anak di bawah umur.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Konsep Sistem Pemasyarakatan
1. Sistem Pemasyarakatan
Sistem pemasyarakatan muncul setelah adanya sistem kepenjaraan yang
telah berlangsung selama ratusan tahun dan menekankan pada pembalasan atau
penghukuman pada masyarakat yang telah melakukan tindak pidana dan
dinyatakan bersalah oleh pihak Pengadilan. Perbedaan sistem pemasyarakatan dan
sistem kepenjaraan terletak pada asas, tujuan, dan pendekatan yang mendasari tata
perlakuan (pembinaan) terhadap para pelanggar hukum. Perbedaan ini secara
keseluruhan memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dan
sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan sistem
kepenjaraan. Hal ini seperti dijelaskan dalam buku penuntun Departemen
Kehakiman RI (tth: 2) sebagai berikut:
Sistem Kepenjaraan; a. Asas: titik berat pada pembalasan, memberikan
derita kepada pelanggar hukum, b. Tujuan: supaya pelanggar hukum menjadi jera,
masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya, c. Pendekatan: pendekatan
keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh. Sistem
Pemasyarakatan; a. Asas: Pancasila, b.Tujuan: Di samping melindungi
masyarakat, juga membina narapidana agar selama dan terutama setelah selesai
menjalani pidananya ia dapat menjadi manusia yang baik dan berguna, c.
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Pendekatan: Pendekatan keamanan melalui tahap maximum, medium, dan
minimum security.8
Sistem pemasyarakatan yang diciptakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. Konsepsi
ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsepsi ini diterima sebagai sistem
pembinaan narapidana (treatment of offenders) dan akhirnya dikenal sebagai
“Sistem Pemasyarakatan”. Konsepsi ini baru dikembangkan menjadi prinsip-
prinsip yang lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat
Pemasyarakatan di Lembaga Bandung pada tanggal 27 April 1964. Dalam
Konferensi tersebut dirumuskan 10 syarat sistem pemasyarakatan sebagaimana
dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yaitu:9
a. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan bekal untuk hidup sebagai
warga yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia
menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bekal hidup yang tidak hanya finansial dan material, tetapi yang lebih penting
adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai
kemauan dan kemampuan yang potensial dan effektif untuk menjadi warga
negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam
pembangunan Negara.
b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap
narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan,
perawatan ataupun penempatan.
8Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi
Islam (Bandung: Marja, 2012), h. 38.
9Tina Asmarawati, Pidana dan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia, Edisi
(Cet.II;Yogyakarta:Deepublish,2015), h. 24-26.
c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma
hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan
perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-
kegiatan sosial untuk menambahkan rasa hidup kemasyarakatan.
d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelum
pelaku masuk ke lembaga pemasyarakatan:
1) Yang residivist dan yang bukan
2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.
3) Macam tindak pidana yang diperbuat.
4) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
5) Terpidana dan orang tahanan.
e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan
masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Menurut paham lama, pada waktu
mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan
pengasingan dari masyarakat. Pada saat ini, menurut sistem pemasyarakatan
mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “cultural“.
Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang “community
centered“ dan berdasarkan interaktivitas dan inter disiplinair approach antara
unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu/ hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan
Negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat. Ditujukan
kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan
narapidana dengan pembangunan nasional.
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan
bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada
narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan
bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa gotong-royong,
jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia,
jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.
h. Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun
telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukan kepada narapidana bahwa ia
adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan
sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh
bersikap kasar, memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan
agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan cara
menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan
anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi
kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai
dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaiknya ada bangunan-bangunan
khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:
1) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak.
2) Laki-laki dan wanita.
3) Recidivist dan bukan recidivist
4) Yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.
5) Narapidana dan tahanan.
6) Padja.
Sistem pemasyarakatan dijelaskan pula pada Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995:
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.”10
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10 Tahun
1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan yang mana disebutkan
bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana
dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan
sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu:
a. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian.
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan
10Pejelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
e. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.11
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam
Bentuk perkembangan Pemasyarakatan berhubungan erat dengan tujuan
pemidanaan, adapun berikut dijelaskan tujuan pemidanaan dalam perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam. Pembahasan tentang tujuan pemidanaan selalu
melahirkan perbedaan pendapat diantara para ahli. Pada dasarnya, terdapat 3
(tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu
pemidanaan, tujuan mana pada umumnya sama dengan pendapat para penulis
bangsa Romawi, yaitu:
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan
yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat
diperbaiki lagi.12
R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat
beberapa ahli adalah sebagai berikut:
a. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan
berdasarkan pepatah:‟siapa membunuh harus dibunuh‟, teori mana disebut
sebagai teori pembalasan (vergeldings-theorie).
b. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat
mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori
mempertakutkan (afchrikkingstheorie).
11Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola
Pembinaan Narapidana atau Tahanan.
12P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 11.
c. Teori memperbaiki (verbeteringstheorie), dimana hukuman ditujukan untuk
memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
d. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan,
akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan,
mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang
telah berbuat) tidak boleh diabaikan.13
Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety,
mengemukakan teori tujuan pemidanaan antara lain teori pembalasan
(retribution), teori pencegahan (deterrence), teori rehabilitasi, teori integratif,
bahkan muncul gerakan hendak menghapus pidana (abolisionis).
Adapun uraian mengenai teori tujuan pemidanaan tersebut, sebagai
berikut:14
a. Teori Retributif
Menurut teori pembalasan (retribution theory) alasan pembenar dalam
penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat
yang dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus mengganti
kerugian yang ditimbulkannya.
Teori ini berpandangan setiap orang itu dalam keadaan apapun juga dapat
untuk berbuat sesuatu dengan keinginannya. Oleh karena itu ada alasan dilakukan
pembalasan. Dengan demikian, teori pembalasan ini tidak mempersoalkan
penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan,
tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena ini merupakan tuntunan
keadilan.
13Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta Timur: Sinar
Grafika Offset, 2016), h. 110.
14Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana (Jakarta:
CV.Indhill Co,2007), h. 6.
Oleh karena itu, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang
melakukan kejahatan.
b. Teori Pencegahan
Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman
tetapi harus ada manfaatnya baik untuk sipelaku tindak pidana maupun
masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si
pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan.
Sehingga hukum berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan
menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan
kejahatan. Bagi teori utilitarian hal yang utama adalah harus mencari suatu
keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Kalau
manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman, bila efek penjeraan dari
hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.15
c. Teori Rehabilitasi
Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat
sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada
kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan
pidana badan, akan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya
seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Dalam hal ini berarti,
seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial
15Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan
(Yogyakarta: Liberry, 1986), h. 57.
dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang
direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap
sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat. Kejahatan itu
dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal
yang membutuhkan terapi psikiatris, counseling, latihan-latihan spiritual.
Dipergunakannya metode seperti ini jelas menyerupai cara-cara tirani dan
mengingkari hak asasi manusia. Sekali orang narapidana dirawat oleh dokter,
maka tidak dapat diperkirakan kapan ia akan dinyatakan sembuh, dan manusia
diperlakukan seperti “kelinci percobaan”.16
d. Abolisionis
Gerakan abolisionis melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai
dari adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini
membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara
sebagai refleksi pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok abolisionis ingin
menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam
masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk
pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Dari pandangan kaum abolisionis,
dapat dikatakan, bahwa hukuman bukanlah cara yang paling efektif untuk
menghadapi kejahatan. Hal ini cukup beralasan di mana kejahatan telah ada
sebelum hukum pidana dibentuk. Sebagai pelaku kejahatan, dia bukanlah anggota
masyarakat yang terasing. Gerakan abolisionis juga mengingatkan, bahwa pidana
yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan semata-mata dikarenakan sistem
16Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, h. 9.
peradilan pidana mengandung cacat, sehingga sistem peradilan pidana sendiri
bersifat kriminogen.
e. Integratif
Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai
sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi
kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan
hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif
menjerakan pelaku.17
Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Hukum Islam. Dalam hukum
Islam dipertalikan pada dua kaidah dasar pokok, yaitu: Pertama, sebagian
bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak
pidana, dan Kedua, sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku
tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.18
Hukuman dalam Islam dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu hukuman
tetap (ḥudūd), retribusi (qiṣāṣ), dan hukuman diskresioner (ta`żīr). Tindak pidana
berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap
sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Qur‟an. Sedangkan untuk jenis tindak
pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman
diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem
Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, disamping
17Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, h. 12.
18Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.
163.
juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan
stabilitas masyarakat.19
Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum
Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari‟at Islam, yaitu untuk
memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari
kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklīƒ
(pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan taklīƒ tersebut,
manusia harus dapat memahami sumber syari‟at, yaitu al-Qur’an dan Al-
Sunnah.20
Tujuan dari adanya hukuman dalam syari‟at Islam, menurut Siti Jahroh,
merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai
pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan
secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.21 Sedangkan tujuan
pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai
retribution (pembalasan) semata,  tetapi  juga deterrence (pencegahan)  dan
reformation (perbaikan),serta mengandung tujuan pendidikan (al -tahzib) bagi
masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi
mewujudkan kemaslahatan manusia.22Aspek pembalasan seperti halnya hukuman
19Nafi‟ Mubarok, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah,
Jurnal, http:// jurnalfsh. uinsby. ac. id/ index. php/ qanun/ article/ download/ 233/ 223/ (Al-
Qānūn,Volume 18, Nomor 2). ( 22 Juli 2017 ).
20Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997), h. 125.
21Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum
Islam. (22 Juli 2017).
22Muh. Tahmid Nur, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta:
Deepublish,2016), h. 293
bagi seorang pencuri laki-laki maupun perempuan adalah potong tangan
merupakan pembalasan (jazā’) terhadap perbuatan jahat yang telah diperbuat dan
sebagai siksaan dari Allah swt. Sedangkan Aspek rehabilitasi dari hukuman
dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman menjadi kaƒƒārah. Ini semisal
dalam al-Qur’àn QS an-Nūr/24:4-5, yang mengatur tentang tindak pidana qaḍẓaƒ
di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, yang
memungkinkan adanya pengurangan hukuman. Aspek rehabilitasi pelaku juga
ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa
kembali ke jalan yang lurus .Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat
dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga
membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya.
Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir
seribu kali sebelum melakukan kejahatan.
Hal ini bisa dipahami dalam firman Allah swt. QS an-Nūr/24: 2
                   
              
      
Terjemahnya:
“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
yang beriman”.23
Sanksi hukum terhadap perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum
kawin. Adapun sanksinya terhadap pezina yang telah kawin, itu dijelaskan melalui
sekian banyak hadits. Umar Ibn Khaththab mengingatkan bahwa:
“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan ḫaq dan
menurunkan kepada beliau kitab suci. Salah satu yang diturunkan adalah
ayat tentang kewajiban rajam (melempar pezina yang telah kawin hingga
mati)24
Lebih lanjut dijelaskan tentang hukuman bagi pezina adalah 100 kali
cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang bikir (perawan) dan
rajam terhadap pezina muhsan (sudah menikah).25
Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan
mengatakan bahwa:
“Penjatuhan pidana ḥudūd dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan
dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif
untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan
dijatuhkannya ḥudūd maka batasan yang tegas antara kejahatan dan
kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup
masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana ḥudūd bersifat
forward looking. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari
penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan
juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana
tersebut”.26
23Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Aneka Ilmu,2013),
h. 488.
24M. Quraish Shihab , Tafsȋr al-Mishbâh , h. 477
25Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, koleksi hadis-hadis hukum (Jakarta:
PT.Petraya Mitrajaya Semarang, 2001), h. 105.
26Jimly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 1996),
h. 136-137.
B. Proses Pembinaan Narapidana
Rutan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk
melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program
yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke
masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna di masyarakat.
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan
jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.27
1. Hak-hak Narapidana
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada
Pasal 14 ayat 1, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama berada
di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang.
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.28
Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor
12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan
27Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
28Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
pembina, yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat serta dapat hidup selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung
jawab.
1. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10
Tahun 1990, bentuk-bentuk pembinaan narapidana terbagi atas 3 (tiga) tahapan
yaitu sebagai berikut:29
a. Tahap Pertama (maximum security) berupa Admisi Orientasi
Bahwa secara umum alur system organisasi dapat dijelaskan sebagai
proses input dan output. Secara sederhana, narapidana mulai masuk untuk dibina
yang biasa dipanggil sebagai warga binaan. Tahap pertama mereka melakukan
admisi orientasi. Setelah selesai mereka memasuki tahap 2 (dua), yaitu pembinaan
lanjutan dengan program kepribadian dan kemandirian. Selesai tahap 2 (dua)
memasuki tahap 3 (tiga) yaitu tahap asimilasi. Mereka tidak lagi ditempatkan di
kerangkeng jeruji besi tetapi mulai secara pelan-pelan memasuki proses dengan
masyarakat mereka di karyakan dengan kerja di luar gedung komplek Lapas
ataupun Rutan. Jika tahap 3 (tiga) dijalani dengan baik oleh narapidana maka
kebebasan akan dengan segera didapatkan.
29Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi
Islam, h. 94.
Tahap ini merupakan tahap pembinaan awal yang didahului dengan masa
pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (Mapenaling) atau disebut
juga masa Admisi dan Orientasi (AO), sejak narapidana diterima di Lapas ataupun
Rutan sampai dengan 1/3 dari masa pidana melalui pembinaan kepribadian. Tahap
ini warga binaan diberikan orientasi tentang lingkungan, admisi dan pengenalan
WBP lama dan para pegawai Lapas ataupun Rutan. Warga binaan baru akan
dikenalkan ke dalam system pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan
yang terdiri dari unit-unit kerja.
Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan identitas dan biodata
narapidana, yang hasilnya untuk dijadikan bahan (pedoman) pembinaan
selanjutnya. Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan
dilakukan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya, termasuk:
sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya
yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman, sekerja,
si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani
perkaranya.
Pembina tahap ini juga disebut tahap awal, dimana kegiatan masa
pengamatan, penilitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan
perencanaan pelepasan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang
waktunya dimulai saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan
1/3(sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih di lakukan dalam
Lapas dan pengawasaannya maksimum (maximum security).
b. Tahap Kedua (medium security)
Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah
berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut
pendapat tim pengamat pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara
lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh peraturan dan tata-
tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan
diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga
Pemasyarakatan melalui pengawasan medium security.
Tahap ini merupakan tahap pembinaan tahap lanjutan dari mulai 1/3
sampai dengan ½ masa pidana yang diisi dengan pembinaan kepribadian lanjutan
secara khusus ditangani oleh jajaran bidang kegiatan kerja. Diantaranya Kejar
paket A dan B C dan KF, b) Kepramukaan, c) Kesegaran jasmani, d) Pos-Pos
kerja.30
c. Tahap ketiga (minimum security)
Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa
pidana sebenarnya dan menurut Tim pengamat Pemasyarakatan telah dicapai
cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik atau secara mental dan juga
keterampilannya, maka wadah proses pembinaan di perluas dengan Asimilasi
yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama waktunya
dimulai sejak dimulainya tahapan awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa
pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam LAPAS dan
pngawasaannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai
30Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi
Islam, h. 96.
dari sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dua per tiga
masa pidananya. Pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu
harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
1) Salinan dan surat-surat putusan hakim.
2) Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi.
3) Keterangan asli dari kejaksaan, apa masih mempunyai perkara lain dan
jalannya pelanggaran.
4) Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya
5) Keterangan asli dari kepolisian di daeranhnya untuk menerimanya serta
sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.
6) Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidup
7) Keterangan kesehatan
8) Surat keterangan bebas G.30 S/PKI.31
Dalam tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan
selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas
dengan pengawasan medium security. Merupakan tahap pembinaan lanjutan mulai
dari ½ sapai 2/3 dari mas pidana melalui pembinaan Asimilasi diluar kerja dibantu
oleh KPLP dan bidang administrasi Kamtib untuk melakukan pengawasannya.
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari maasa pidana yang
sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan
tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan program integritas yg dimulai
sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari
narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap ini terhadap narapidana yang
memenuhi syarat diberikan Cuti menjelang bebas atau pembinan bersyarat dan
pembinaannya dilakukan diluar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
yang kemudian disebut pembinaan Klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah
pemberian tuntunan untuk mendapatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang
31Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1992), h. 245.
Maha Esa, Intelektual, sikap, dan prilaku professional kesahatan jasmani dan
rohani terhadap Klien Pemasyarakatan.
Jadi, berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa
narapidana yang telah menjalani (0-1/3) masa pidana dilakukan pengawasan,
penelitian dan pengamatan lingkungan (maximum security). Jika proses
pembinaan telah berlangsung selama-lamanya (1/3-1/2) dari masa pidana yang
sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan
diberikan kebebasan lebih banyak (medium security). Dan bila dijalani (1/2-2/3)
dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka
kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar
(minimum security). Apabila pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang
sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka
diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas.
Tahap pembinaan lanjutan atau bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa
pidananya. Integrasi melalui Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas
(CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Pelaksanaan tahap ini melibatkan Aparat
Kejaksaan Negeri Bapas. Semua proses dalam kegiatan ini terhitung mulai 1
Januari 2011 tidak dibebankan biaya kepada WBP dan keluarganya.32
32Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi
Islam, h. 98.
2. Faktor-Faktor Pendukung Pembinaan Narapidana
Adapun faktor-faktor pendukung pembinaan narapidana di lembaga
pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a. Narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan
yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur yang ada di dalam
masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali.
b. Petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, sebagai pembimbing dan
Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan yang matang sehingga
mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting
tugasnya, serta mencintai tugasnya atau dengan kata lain memiliki dedikasi
dan disiplin yang tinggi.
c. Masyarakat hendaknya selalu berpartisipasi secara penuh dan memberikan
dukungan dalam membantu terlaksananya pembinaan terhadap narapidana.
Masyarakat harus menerima dan bukannya memberikan cap ex narapidana,
apalagi melakukan permusuhan dan selalu mencurigai bekas narapidana.33
Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan
dibutuhkan pula sarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai,
gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya.
Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai
harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan
merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker”
dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan
seram penghuninya.34
33Dadang Hawari, Psikopatologi Kejahatan Seksual, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 3
34Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,
Lex et Societatis, Vol. 1. Nomor 2 April-Juni, 2103, hlm. 44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap
Anak
1. Pengertian Pelecehan/ Kekerasan
Kekerasan seksual merupakan semua tindaka seksual, percobaan tindakan
seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan
paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan
dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak tidak terbatas pada
rumah dan perkerjaan (IASC,2005). Kejahatan seksual dapat dalam berbagai
bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks,
kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan
seks dan aborsi.35
Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap
kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violence) yang
diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat
dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat
hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata
sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau
sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan
terhadap tubuh dan jiwa seseorang.
35Endang Sumiarni dan Chandera Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam
Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 10
2. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual/Kesusilaan Dalam KUHP
Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang
berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel ”Kejahatan Terhadap
Kesusilaan”.36
a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum
15 tahun  (Pasal 287);
i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum
waktunya  dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang
kehormatan kesusilaan (pasal 289);
k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya
belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
36Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009,
hlm. 173.
l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa
(Pasal 292);
m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum
dewasa  (pasal 293);
n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan
lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294);
o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain
yang belum dewasa (pasal 295);
p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
(pasal 296);
q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
(Pasal 297);
r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya
dapat digugurkan  (Pasal 299).
3. Pengertian Anak
Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi
penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan
perkawinan.
Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo
Wignjodipoero:
“kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak itu
dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak
di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandnag sebagai pelindung
orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik
untuk mencari nafkah ”
Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,
menyebutkan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum
berumur 18 (delapan belas) tahun.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 330 ayat (1)
menyebutkan orang belum dewasa adalh mereka yang belum mencapai umur
genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
e. Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal
dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertidak. Seseorang
yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di
bawah ini:
1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun
2) Telah keluar air mani bagi laki-laki
3) Telah datang haid bagi perempuan
4. Batasan Pecehan Seksual
Adapun perkataan pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian pelecehan
seksual. Akan tetapi secara tidak langsung di dalam pasal-pasal tersebut telah
termaktub tentang perbuatan yang digolongkan kepada pelecehan seksual.
Khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti halnya
perbuatan persetubuhan (pasal 287 KUHP), sodomi atau homoseksual (pasal 292
KUHP).
Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
ada penjelasan khusus tentang pelecehan seksual, tetapi di dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual.
Untuk mengetahui lebih jelas makna dari pelecehan seksual terlebih dahulu kita
perlu melihat masing- masing kata yang ada di dalamnya yaitu: “pelecehan” dan
“seksual”.
Pelecehan (harrasment) merupakan pembendaan dari kata kerja
“melecehkan” yang berarti: menghina, memandang rendah, atau tindakan
menurunkan martabat. Sedangkan seksual (sexual) memiliki arti: hal-hal yang
berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara
persetubuhan antara pria dan wanita.
Maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual (sexual harrasment) itu
adalah: suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang
karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual
antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain pelecehan seksual (sexual
harrasment) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu,
menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang
diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek
fisik, mental, emosional dan spritual korban.
Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual itu, dapat dikategorikan ke
dalam dua kategori yaitu:
a. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong ringan, yang bagi pelaku tidak
dikenai sanksi (seductive behavior) ataupun perbuatan tersebut dianggap
sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan - perbuatan tersebut
dapat berupa:
1) Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin.
2) Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti: berciuman,
berpegangan tangan, menepuk bagian tertentu.
3) Sentuhan atau kedekatan fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat
kelamin (penis atau dada) pada korbannya.
4) Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada
tempatnya.
b. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi si pelaku dikenakan
sanksi atau ancaman hukuman (sexual coercion). Perbuatan itu berupa
pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dan kejahatan seksual atau
pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (sexsual assault).
5. Batasan Usia Anak
Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat
diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki
batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak
mendapatkan perlindungan.
Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah:
”seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum
pernah kawin.”
Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima
Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu
kawin”. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum
menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia
bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia
tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian
anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
mempunyai dua syarat, yaitu:
a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud
belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah
kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia
dianggap sudah dewasa.
b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16
tahun.
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak,
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-
anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak
yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila
telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah
ist muchtstraf bar atau can be guilty of any affence yang berarti di atas umur
tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang
dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat
khusus.
Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat
yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun
atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si
anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan
tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya,
karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang
itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan
belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudian dalam Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan
orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47
ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)). Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang
dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).
Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan
maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur
21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).
Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan
berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:
a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan
perkawinan yang sah.
b. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama
misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama,
atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama.
Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua
orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta
warisan dikemudian hari.
c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkanadari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan,
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin
tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
D. Tinjauan Hukum Islam
1. Definisi Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama Islam.37 Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum
Islam, yaitu syari’ah, fiqh, hukum syarak, dan qanūn.Syari’ah biasanya dipakai
dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas
syari’ah merupakan himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada
Wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaaan dan tingkah laku konkret
manusia dalam berbagai dimensi hubungan.
Dengan demikian, syari’ah dalam arti luas meliputi dua aspek agama
Islam, yaitu akidah dan amaliah. Syari’ah dalam arti sempit merujuk kepada
himpunan norma yang bersumber kepada Wahyu Ilahi yang mengatur tingkah
37Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.
laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian,
syari’ah dalam arti sempit merupakan bagian dari syari’ah dalam arti luas.38
Fiqh di dalam bahasa arab artinya paham atau pengertian. Kalau
dihubungkan dengan perkataan. Dapat juga dirumuskan dengan kata-kata lain,
ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menetukan dan menguraikan norma-norma
hukum dasar yang terdapat di dalam al-quran dan ketentuan-ketentuan umum
yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.39
Fiqh merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku,
baik berasal langsung dari al-quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. maupun
dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.40
Hukum syarak merujuk kepada suatu norma atau kaidah yang membentuk
syari’ah atau fiqh. Himpunan norma atau hukum syarak ini membentuk syari’ah
atau fiqh. Norma atau hukum syarak yang membentuk syari’ah atau fiqh ini
meliputi norma-norma waḍ’I seperti sebab dan penghalang.41
Qanūn menggambarkan bagian dari syari’ah yang telah dipositivisasi dan
di integrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum
perkawinan. (UU No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004).
Selain itu, qanūn juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang
38Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2009), h. 1-2.
39Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 48.
40Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2009), h. 2
41Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2009), h. 3.
dikeluarkan oleh pemerintah di negeri Muslim dalam rangka pelaksanaan syari’ah
dan mengisi kekosongan serta melengkapi syari’ah.42
2. Ruang Lingkup Hukum Islam
Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum
publik. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya,
Munākaḥāt, wiraṣah, mūāmalat, jināyat, Khilāfah, Sīyar, mukhāṣamah.
Munākaḥāt mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan,
perceraian serta akibatnya. Wiraṣah mengatur segala masalah pewaris, ahli waris,
harta peninggalan serta pembagian warisan. Mūāmalat dalam arti khusus,
mengatur masalah kebendaan dan hak-hak tas benda, tata hubungan manusia
dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan
sebagainya. Jināyat yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam
dengan hukuman baik dalam jarimah hudud mapun jarimah ta’zīr. Yang
dimaksud dengan jarīmah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk
dan batas hukumannya dalam al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad.
Jarimah ta’zīr adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman
hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku. Khilāfah
membicarakan soal kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat
maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. Sīyar mengatur urusan peran dan
damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. mukhāṣamah
mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.43
42Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 3.
43Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56-58.
Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum
barat yang membedakan antara hukum publik seperti yang diajarkan dalam
pengantar Ilmu Hukum di tanah air, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu
adalah sebagai berikut:
Hukum perdata Islam adalah Munākaḥāt, wiraṣah, mūāmalat. Sedangkan
hukum publik Islam adalah jināyat, Khilāfah, Sīyar, mukhāṣamah. Dalam hukum
Islam Perbuatan pidana dikenal dengan nama jinayah. Jinayah menurut bahasa
adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.
Sedangkan menurut fuqahā jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang
dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.
Dalam konteks ini jināyah sama dengan jarīmah. Pengertian jarimah sebagimana
dikemukakan oleh Imam Al Māwardī adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥad atau ta’zīr.44
3. Sumber Hukum Islam
a. Al-quran
Al-quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan
Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Diantara
kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan
manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan
dirinya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam
beserta makhluk lainnya.45
44Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam  Fikih Jinayah (Cet.
Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2.
45Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam (Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15.
b. Sunnah
Sunnah nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam yang
kedua. Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh al-Qur’an yang bersifat umum atau
memerlukan penjelasan, maka nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui sunnah.
Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan nabi Muhammad saw.
Pengertian sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian hadis.46
c. Ijma’
Ijma’ menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijmak
berarti kebulatan pendapat para mujtahiddīn pada suatu masa dalam menetapkan
suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-quran atau
hadis. Meskipun ijmak menangani masalah-masalah yang tidak ada dalil
hukumnya secara tegas dan jelas dari al-quran dan hadis, namun prosesnya tidak
boleh lepas dari landasan al-quran dan hadis. Tidak boleh ada ijmak yang
bertentangan dengan al-quran dan hadis yang merupakan sumber kaidah dasar
agama.47
d. Qiyās
Qiyās menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyās adalah hukum
yang telah ditetapkan dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula
kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat,
46Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, h. 16.
47Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 14.
dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah ada
hukumnya.48
4. Ciri-ciri Hukum Islam
Ciri-ciri utama hukum Islam, yakni merupakan bagian dan bersumber dari
agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari
iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, mempunyai dua istilah kunci
yakni syari’ah dan fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi
Muhammad, fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang
syari’ah, terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti
yang luas ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam
arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang
memenuhi syarat dari masa ke masa.
Strukturnya berlapis, terdiri dari naskh atau teks al-quran, Sunnah Nabi
Muhammad (untuk syari’ah), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat
tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan
hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan
kewajiban dari hak, amal dari pahala, dapat dibagi menjadi hukum taklīfī dan
hukum wadḥ’I yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau
terwujudnya hubungan hukum.49
48Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 14-15.
49Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58-59.
5. Tujuan Hukum Islam
Kalau dipelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul
yang terdapat di dalam al-quran dan kitab-kitab Hadis yang ṣaḥīḥ, maka tujuan
hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni:
a. Segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul,
b. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu.
Kalau dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah:
pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer,
sekunder, dan testier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama yang harus
dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan
hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan
yang dipelukan untuk mencapai kehidupan primer. Kebutuhan testier adalah
kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang
perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.
Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan
dilaksanakan dengan baik dan benar manusia wajib meningkatkan
kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh,
yakni dasar dan pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai
metodologinya.
Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer merupakan tujuan utama
yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan itu meliputi
pemeliharaan terhadap: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.
Dikarenakan agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam Islam terdapat
komponen akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim.
Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Hukum Islam wajib
memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk
itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isrā/17:33) sebagai upaya
menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan
oleh manusia untuk mempertahankan kemashlahatan hidupnya.
Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan
mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta,
dan dirinya sendiri serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemeliharaan keturunan merupakan tujuan keempat hukum Islam. Pemeliharaan
keturunan sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.
Pemeliharaan harta merupakan tujuan kelima hukum Islam. Menurut
ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat
mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu,
hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang
halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan
negara.50
50Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2009), h. 6-8.
E. Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  mendapatkan  sanksi,
baik berupa pidana penjara. Bagi mereka yang mendapatkan sanksi pidana penjara
maka akan menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sebutan
Narapidana.
Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pinrang akan dilakukan
pembinaan yang sesuai dengan ketentuaan Undang-Undang sistem peradilan di
Indonesia dan pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan pandangan hukum
Islam. Karena narapidana yang menjalani hukuman dalam Lembaga
Pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Pembinaan ini
bertujuan agar dapat kembali diterima di masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995











Namun dalam proses pembinaan akan ditemukan faktor yang menghambat
pembinaan narapidana tersebut. Sehingga dengan adanya faktor penghambat




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research. field
research yaitu penelitan yang dilakukan di suatu wilayah geografis tertentu di
mana peneliti terjun langsung ke instansi Rutan IIB Pinrang untuk memperoleh
data-data yang diperlukan peneliti untuk menyusun skripsi ini.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih penulis yaitu dikota Pinrang yakni di Rutan IIB
Pinrang kota Pinrang pemilihan lokasi ini didasari alasan karna daerah tersebut
merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan
dan penduduk yang cukup besar. Hal tersebut diikuti pulah dengan meningkatnya
angkah kejahatan, yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.
B. Metode Pendekatan
1. Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korerasi dengan masalah
yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul
dalam masyarakat.51
51Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.1; Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h.
85.
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Pendekatan Normatif Syar’i, pendekatan ini berdasrakan pada hukum
Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis serta
pendapat para ulama.
C. Jenis dan sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori
primer dan sekunder:
1. Data Primer, data ini dikumpulkan melalui Field Research atau penelitian
lapangan dengan cara interview, yakni kegiatan langsung kelapangan
dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung kepada
informan. Adapun informan terdiri dari:
a. Nama: Mustafa, S.Pdi, SH, Jabatan: Kasubsi Pengelolaan Lapas Kelas IIB
Pinrang.
b. Nama: Mirdedes, SH, Jabatan: Staf Peltah Lapas Kelas IIB Pinrang.
c. Nama: Muh. Amin, Jabatan: Staf KPR Lapas Kelas IIB Pinrang.
d. Nama: Mursalim S, SH, Jabatan: Staf KPR Lapas Kelas IIB Pinrang.
e. Nama: Faramitasari, SH, Jabatan: Staf Pengelolaan Lapas Kelas IIB Pinrang.
f. Nama: Muhajir Aziz, Jabatan: Staf KPR Lapas Kelas IIB Pinrang.
g. Nama: Lukman, Umur: 24 Tahun, Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas
Kelas IIB Pinrang.
h. Nama: Tarrang, Umur: 67 Tahun, Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas
Kelas IIB Pinrang.
i. Nama: Kadri, Umur: 33 Tahun, Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas
Kelas IIB Pinrang.
j. Nama: Tri Sutrisno, Umur: 19 Tahun, Status: Narapidana (Warga Binaan)
Lapas Kelas IIB Pinrang.
k. Nama: M.H. Aprian Perdana Aziz, Umur: 16 Tahun, Status: Narapidana
(Warga Binaan) Lapas Kelas IIB Pinrang.
2. Data Sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian
kepustakaan, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber
pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang telah
terdokumenkan. Terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini di peroleh
dengan berbagai cara yaitu:
1. Kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan cara
membaca sejumlah literatur yang relevan.
2. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung.
3. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang
harus dikumpulkan dalam penelitian.
4. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.
E. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri
karena peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan
menggunakan:
1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar
pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari
sumber data.
3. Kamera
Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan
wawancara terhadap informan.
4. Tape recorder
Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat
sehingga hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Klasifikasi data
Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau
mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.
b. Reduksi data
Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milih data
yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
c. Coding
Yang dimaksud dengan koding adalah penyesuaian data yang diperoleh
dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal
pada permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada setiap data.
d. Editing Data
Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan
keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan
keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan
analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data
hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan
selanjutnya pengelohan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu
menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan
literatur dan data lapangan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data
yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah
dikumpulkan disajikan dalam bentuk bab pembahasan sebagai pijakan dalam
mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir dari analisis data adalah menarik
kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari sebuah penelitian.
G. Pengujian Keabsahan data
Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka perlu
dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal pengujian keabsahan data
didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan (credibility) dengan
perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan
menggunakan bahan referensi.
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan
pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya.
Dengan perpanjangan pengamatan ini akan tercipta hubungan yang baik antara
peneliti dan narasumber.
Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara
lebih cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan
atau tidak sesuai.
Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, segala
cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber
dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan menghasilkan
kesimpulan. Tringulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari teknik observasi
dicek dengan teknik wawancara. Menggunakan bahan referensi artinya adanya
pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh peneliti agar
terhindar dari keragu-raguan terhadap data yang diperoleh.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten pinrang yakni sebuah kota
kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah sekitar
1.961 ,77 km2. kabupaten pinrang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yang
berbatasan dengan 5 (lima) kota / kabupaten dimulai dari kecamatan suppa dengan
luas sekitar 74,20 km2 terletak di sebelah utara yang berbatasan dengan
kotamadya pare-pare, kemudian kecamatan mattiro bulu (132,49 km2) dan
kecamatan tiroang (77,73 km2) yang keduanya berbatasan dengan kabupaten
sidrap. Kecamatan lansirang (73,01 km2), mattiro sompe (96,99 km2) dan
kecamatan cempa (90,30 km2) berbatasan dengan selat makasar, selanjutnya
kecamatan patampanua (291,86 km2) yang berbatasan dengan selat makasar dan
kabupaten enrekang serta tana toraja.
Kemudian kecamatan lembang yang merupakan kecamatan terluas dengan
luas wilayah sekitar (733,09 km2) dikabupaten pinrang yang di sebelah barat juga
berbatasan dengan selat makasar dan disebelah timur berbatasan dengan
kabupaten enrekang, kabupaten tana toraja dan disebelah utara berbatasan dengan
provinsi Sulawesi barat yakni kabupaten polman dan kabupaten mamasa. Dan 2
(dua) kecamatan selanjutnya terletak di pertengahan dan diapait oleh kecamatan
yang lain yaitu kecamatan watang sawitto (58,97 km2) dan kecamatan paleteang
(37,29 km2).
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Dalam hal ini, penelitian lebih khususnya dilakukan  dirumah Tahanan
Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang Sebagai salah Satu Rutan terbaik dan
terbersih di Sulawesi Selatan pada khususnya bukan hanya sebagai kebanggaan
bagi pegawai dan WBPnya akan tetapi kebanggaan warga Kabupaten Pinrang
pada umumnya menurut Karutan Mansur,S.Sos.,M.Si, dimana Rutan Pinrang
meraih Piala dan Penghargaan di tingkat Kabupaten sebagai Juara I Kantor
Instansi Terbersih Se-Kabupaten Pinrang dengan mengalahkan beberapa instansi
Daerah dalam rangka HUT Ke-53 Kabupaten Pinrang juga mendapat pengakuan
langsung oleh Bapak SEKDA Kabupaten Pinrang Drs. H.Syarifuddin Side, M.SI,
MH, pada saat menghadiri Acara Syukuran memasuki Kantor yang baru, ini
menjadikan motivasi dan dorongan bagi semua instansi untuk menjadi perhatian
bahwa Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang cukup bisa diperhitungkan pada
khususnya dan pada umumnya menjadi kebanggaan bagi semua Pegawai dan
WBP untuk tetap mempertahankannya.
Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang ALAMAT : JL BULU
SIAPAE, POROS PARE KM 6 PINRANG, TELP.FAX : (0421) 921049
Lembaga permasyarakatan Pinrang memiliki luas tanah 6 hektar dan luas
bangunan kurang lebih 4 (empat) hektar 3.794 m2
B. Pengenalan Singkat Latar Historis Lembaga Pemasyarakatan Kab. Pinrang
Lembaga Pemasyarakatan II B Pinrang merupakan unit pelaksana teknis
yang bergerak di bidang pembinaan narapidana dan tahanan yang sekaligus
merangkap sebagai rumah tahanan negara dalam hal perawatan tahanan. Lembaga
Pemasyarakatan, Pinrang yang berjarak kira-kira 195 km dari Ibu Kota Propinsi
Sulawesi Selatan (Makassar).
Bangunan Lembaga Permasyarakatan pinrang dibangun sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan bentuk bangunan yang dalam sistem pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun sekitar tahun 2008 dan mulai difungsikan
pada tahun 19 Oktober 2013 dengan kapasitas 220 orang. Lembaga Pemasyarakat
Lasinrang mempunyai 15 Blok hunian bagi narapidana dan tahanan, tiap-tiap Blok
rumah hunian terdiri dari 4 (empat) kamar dan dan 2 di antaranya kamar
perempuan/wanita tiap-tiap kamar mempunyai kapasitas 8 (delapan) orang. Batas
wilayah lembaga pemasyarakatan pinrang terdiri dari:
1. Sebelah utara dengan lapangan Lasinrang
2. Sebelah selatan dengan kota madya pare-pare
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa padakkalawa
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Alitta
Adapun tata ruang bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari
ruangan kepala, ruangan Ka. Sub. Bag., tata usaha, ruangan Ka. Urusan
kepegawaian dan gudang, ruangan Kasi pembinaan narapidana/anak didik dan
kegiatan kerja, ruangan komandan jaga, ruangan kasih adminiatrasi keamanan dan
tata tertib serta pintu masuk (portir). Keadaan bangunan sangat berpengaruh bagi
proses pembinaan narapidana dan tahanan. Untuk itu dibuatlah taman di sekitar
halaman dalam lembaga agar dapat membantu menghilangkan kejenuhan bagi
narapidana dan tahanan selama mereka menjalani masa pidananya. Dalam rangka
menjalankan kegiatan kegiatan keagamaan bagi narapidana yang beragama Islam
maka dibangun pula sebuah mushollah di lingkungan pemasyarakatan.
C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku
dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang
berlaku dalam system kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan
dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien
pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara
biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan
pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi
pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan,
disebabkan perbedan yang ingin dicapai.
Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah dalam melakukan
pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana dan anak didik mempunyai arti
yang sangat penting dalam pencapaian sistem pemasyarakatan. Selanjutnya
Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Organsiasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Organisasi
dapat dipandang sebagai wadah atau tempat kegiatan orang-orang bekerja sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam wadah ini petugas
mempunyai wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja yang jelas terlihat. Di
samping itu organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses, dimana terdapat
hubungan atau interaksi, maka organisasi tersebut bersifat dinamis.
Pada umumnya hubungan formal di antara orang-orang yang terlibat
dalam organisasi tersebut telah ditetapkan dalam dasar hukum pendirian
organisasi dan tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi lembaga
Pemasyarakatan pinrang diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No. M.01-PR.07.03 tahun 1985, tentang organisasi dan tata
kerja Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 26 Pebruari 1985,1 dalam
pelaksanaan tugasnya lembaga pemasyarakatan pinrang bertanggung jawab
kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan.
Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakat pinrang dipimpin oleh kepala
Bapak Mansur,S.Sos.,M.Si dengan menahkodai pegawainya sebanyak 36 orang
pegawai yang diantaranya para Pejabat yaitu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
kepala dibantu oleh seorang Kasubbag. Tata Usaha dan 3 (tiga) kepala Seksi yang
membawahi sub seksi-seksi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
berikut:
1. Mustafa,S.Pdi.,SH (Wakil Kepala Rutan), Menahkodai 4 orang Staf.
2. Rusdin, SH (KASUBSI PELAYANAN TAHANAN), Menahkodai 3
Orang Staf.
3. Abdul Rahman Tampa, SH (KPR), Menahkodai 5 Orang Staf,
4. P2U: 4 Orang, Regu Jaga: Regu 1 DAN Jaga An. Muh. Nur Djamaluddin
dan 3 Orang Anggota, Regu 2 DAN Jaga An. Abdul Halim, SH dan 3
Orang Anggota, Regu 3 DAN Jaga AN. Hazarul Aswat, SH dan 2 Orang
Anggota, Regu 4 DAN Jaga An. Dalle Badsa, 3 Orang Anggota.
5. Rusli, SH (BENDAHARA)
6. Mirdedes, SH (PK.BAPAS/Admin SDP)
7. Haslinda (SMS Gateway/ Admin SDP)
Regu jaganya terdiri dari 4 regu Jaga dan terdapat masing-masing anggota
jaga didalamnya ada yang 3 orang dalam satu regu dan ada 4 orang juga diantara
regu tersebut.
D. Faktor dan Upaya Penanggulangan Terhadap melaksanakan Pembinaan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak
selamanya berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan karena masih adanya
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana. Adapun
hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Petugas, di mana masih adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang
berpikiran bahwa tugas saya hanya jaga, padahal tugas yang sebenarnya
adalah bukan hanya jaga tetapi juga sebagai pembina bagi narapidana di
dalam lembaga pemasyarakatan. Di samping itu masih kurangnya petugas
lembaga pemasyarakatan sehingga menghambat jalannya pembinan di
dalam lembaga.
2. Narapidana, yaitu masih ada sebagian narapidana yang masih menganggap
lembaga itu tempat yang seram.
3. Masyarakat, yaitu menganggap bahwa mantan narapidana itu adalah
sampah masyarakat dan harus diasingkan dari lingkungan masyarakat.
4. Kurangnya sarana-sarana pembinaan yang pada akhirnya membuat
kegiatan pembinaan terhambat dan mengakibatkan banyak narpidana yang
menganggur.
Upaya penaggulangan hambatan tersebut dapat dilakukan antara lain:
1. Memberikan pendidikan khusus bagi petugas lembaga pemasyarakatan
agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mengerti apa yang tugas yang
sebenarnya. Di samping itu petugas dapat memberikan contoh yang baik.
2. Menanamkan kepercayaan dan kesadaran pada diri narapidana. Di
samping itu memberi tahu narapidana bahwa lembaga itu adalah tempat
pembinaan.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana itu
tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Justru harus diterima kembali
karena bekas narapidana itu tidak selamanya jahat melainkan menjadi
orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara.
4. Untuk kelancaran pembinaan bagi narapidana dan lembaga pemayarakatan
perlu ditunjang dengan sarana-sarana yang memadai demi terciptanya dan
tercapainya pembinaan di dalam lembaga.
E. Pola Pembinaan yang Diberikan pada Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Pinrang dalam Perspektif Hukum Islam
Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata’ala yang terdapat dalam QS
Al Isrā/17:32:
        
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”52
Ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina dengan
melakukan hal-hal walaupun dalam bentuk menghayalkan sehingga dapat
mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu, yakni zina itu amat keji yang
melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam
menyalurkan kebutuhan biologis. Maka, lebih jauh ayat ini memerintahkan semua
anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar ke arah
itu.53 Dan untuk mereka yang telah melakukan hal tersebut, maka perlu dilakukan
pembinaan.
Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
terhadap para narapidana meliputi berbagai kegiatan pembinaan baik yang bersifat
teknis maupun bersifat mental, spirutal dan lahiriah. Pembinaan yang bersifat
tehnis ini seperti pertukangan dan kerajinan diharapkan kelak nantinya setelah
mereka kembali ke tengah masyarakat mempunyai bekal yang cukup untuk kerja
supaya dapat hidup yang lebih layak sebagaimana masyarakat lain yang ada di
sekelilingnya.
Tujuan pemasyarakatan narapidana sangat erat kaitannya dengan integritas
bagi narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap
narapidana yang dititik beratkan pada masalah mental dan spiritual atau jiwa dan
rohani padanya. Maka pengertian pembinaan narapidana ditujukan agar mereka
52Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Aneka Ilmu,
2013), 388.
53M. Quraish Shihab, Tafsȋr al-Mishbâh (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 79.
yang sedang menerima pembinaan dapat merubah sikap mental dan perilakunya
menjadi lebih baik dan lebih positif dibandingkan dengan keadaan sebelum
mereka dibina dalam lembaga pemasyarakatan.
Adapun ruang lingkup pembinan yang dilakukan pada lembaga
pemasyarakatan Lasinrang, dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel
Jenis pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
No Jenis Pembinaan Keterangan
1. Pembinaan Kepribadian
a. Pembinaan Kesadaran Beragama
(Kerohanian)
b. Pembinaan Kesadaran Bernegara dan
Berbangsa
c. Peningkatan Intelektual (Peningkatan
Kecardasan)
d. Pembinaan Kesadaran Hukum
e. Pembinaan Pengintegrasian Diri
dengan Masyarakat
a. 2 Kali Seminggu
b. 1 Kali Seminggu
c. 3 Kali Seminggu
d. 2 Kali Seminggu
e. 3 Kali Seminggu
2. Pembinaan Kemandirian
a. Keterampilan Usaha Mandiri
b. Keterampilan Industry
c. Membina Bakat
d. Olahraga dan Seni
a. Setiap Hari
b. 1 Kali Seminggu
c. 1 Kali Seminggu
d. Setiap Hari
Sumber data: Papan Potensi Rencana Kegiatan Pembinaan Napi Lembaga
Pemasyarakaran Pinrang 2017.
Data di atas menunjukkan jenis kegiatan pembinaan yang diberlakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Lasinrang dimana seluruh jenis pembinaan
dilaksanakan demi memasyarakatkan  narapidana  dengan  harapan  nanti  setelah
mereka  kembali  dan dinyatakan bebas, dapat dengan segera menyesuaikan
dirinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta memiliki perubahan,
baik sikap, watak, tingkah laku serta keterampilan.
Tehnik pembinaan yang dilakukan pada lebaga pemasyarakaran Lasinrang,
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu meliputi:
1. Pembinaan merupakan interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan
antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang diterapkan, bersifat persuasif eduktif artinya dalam proses
pembinaan diupayakan agar narapidana berusaha merubah tingkah lakunya
melalui keteladanan dan berlaku adil terhadap para narapidana sehingga
tergugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan
warga binaan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri
dengan segala hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia yang
lainnya.
3. Pembinaan dilaksanakan secara berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-angkah keamanan yang
disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi oleh masing-masing
narapidana.
5. Pembinaan dilaksanakan pula baik secara individual maupun secara
kelompok.
6. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan
dan keteladanan dalam pengabdiannya terhadap negara, hukum,
masyarakat dan keluaganya serta para petugas dalam jajaran lembaga
pemasyarakara Lasinrang, maka ditumbuhkan dalam dari narapidana akan
etos kerja yang intensif dan menghargai waktu agar narapidana dapat
berdisiplin.54
Dalam rangka melaksanakan pembinaan pada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Lasinrang ada beberapa pola dan pola pembinaan yang diberikan
yaitu:
1. Pola Pembinaan
Pola pembinaan yang dapat dilakukan ada bebrapa macam yaitu:
a. Pelayanan tahan, dalam bentuk:
1) Bantuan hukum di mana bahwa setiap narapidana berhak memperoleh
bantuan hukum, penyuluhan hukum, dengan jalan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi penengak
hukum setempat.
2) Penyuluhan rohani, dimana bahwa setiap narapidana memperoleh
penyuluhan, ceramah dan pengetahuan agama dan umum. Untuk itu kepala
lembaga dapat bekerja sama dengan Departemen Agama setempat, dengan
Pendidikan Nasional atau departemen pemerintah lainnya.
3) Penyuluhan jasmani, untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani para
narapidana.
4) Bimbingan bakat, dimana setiap narapidana dapat diteliti dan ditelusiri
bakatnya sehingga diberikan bimbingan yang sesuai dengan bakatnya
masing-masing.
54Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lasinrang Pinrang, Wawancara, tanggal 07
september 2017 di Pinrang.
5) Bimbingan keterampilan, yang dapat disahakan pada jenis-jenis
keterampilan tertentu yang ada manfaatnya bagi dirnya sendiri dan
memasyarakatkan di sekelilingnya.
b. Pembinaan narapidana dan anak didik
Dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa tahap
yang harus dilakui, yaitu:
1) Tahap pertama, yaitu pembinaan awal yang didahului dengan masa
pengamatan, penelitian serta pengenalan lingkungan yang dilaksanakan
sejak narapidana diterima sampai sepertiga dari masa pidana yang
sebenarnya.
2) Tahap kedua, pembinaan lanjutan sampai minimal setengah dari masa
pidana yang sebenarnya.
3) Tahap ketiga, adalah pembinaan lanjutan di atas setengah sampai minimal
dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya.
4) Tahap keempat yaitu tahap terakhir, yang dlakukan di atas dua pertiga
sampai selesai masa pidananya.
Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1
(satu) tahun, memiliki 6 (enam) tahap, yaitu:
1) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar sebagai penghuni baru,
sampai enam bulan pertama.
2) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap yang pertama hingga akhir
enam buan yang kedua.
3) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga berakhirnya
enam bulan ketiga.
4) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam
bukan keempat.
5) Tahap kelima, dimulai sejak berakhirnya tahap keempat hingga akhir
enam bulan kelima.
6) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga: anak
mencapai batas umur 18 tahun atau 21 tahun.
Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1
(satu) tahun ada tiga tahap, yaitu tahap pertama sejak diterima sampai sekurang-
kurngnya ½ dari masa pidana, tahap kedua sejak berakhirnya tahap pertama
sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana dan tahap ketiga sejak 2/3
sampai dengan selesainya masa pidana.
2. Pola Pembinaan
Narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan
kepadanya.
Program pembinaan berpola yaitu:
a. Pendidikan umum, meliputi pemberantasan 3 (tiga) buta aksara, buta angka
dan buta bahasa. Untuk merealisiasikan program ini dilaksanakan melalui
pelajaran Kejar Paket A dengan pamong/turtor para pegawai lembaga
Pemasyarakatan, secara teknis dapat bimbingan dan pengawasan dari kantor
Departemen Pendidikan Nasional.
b. Kegiatan kererampilan, meliputi latihan keterampilan tertentu seperti reparasi
televisi dan radio, las, montir, menjahit, mengayam rekayasa pipa, ukir,
pertukangan, pertambangan, industri kecil dan sebagainya, sesuai dengan
kemungkinan yang ada.
c. Pembinaan mental spiritual, seperti pendidikan agama, pembinaan budi
pekerti dan sebagainya.
d. Sosial budaya, seperti kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni kerawitan,
seni tari, seni musik, seni suara.
e. Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani,
melalui olahrga, hiburan, membaca buku, majalah, surat kabar dan
sebagainya.
Selain dari pola pembinaan tersebut ada juga pembinaan dalam pola lain,
yaitu yang dilaksanakan di luar gedung lembaga pemasyarakatan, yaitu:
a. Belajar di sekolah-sekolah negeri atau swasta.
b. Belajar di tempat latihan kerja miliki lembaga pemasyarakatan seperti
pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya.
c. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lainnya (Balai Latihan
Kerja).
d. Beribadah meliputi sembahyang di mesjid, mushallah, mengadakan kegiatan
mengaji.
e. Berolahraga bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya.
f. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
g. Pengurangan masa pidana/ remisi.
Pola pembinaan narpidana tersebut di atas wajib diikuti oleh semua
narapidana. Kecuali pembinaan narapidana yang perlu mendapat perhatian
khusus. Pembinaan narapidana yang terlibat dalam tindakan subversi, korupsi
penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lainnya yang dapat
menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat perlu mendapat
perhatian khusus dan kepada mereka tidak diberikan asimilasi, pembebasan
bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas, sesuai dengan peraturan menteri
Kehakikan Republik Indonesia Nomor: M.01.-PK.04.10 tahun 1989, tanggal 15
April 1989.
Pola dan bentuk bimbingan tersebut adalah didasarkan pada masalah dan
kebutuhan pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rutan Kelas II B
Kabupaten Pinrang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan tentang pembinaan narapidana pelecehan seksual terhadap anak
dibawah umur  dalam perspektif hukum Islam yaitu:
1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan II B
Kabupaten Pinrang menggunakan pola pembinaan kepribadian dan
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: Pola pembinaan
kepribadian ditujukan pada pembinaan dari segi mental keagamaan,
kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran
hukum, pengintegrasian diri dengan masyarakat, Sedangkan pola
pembinaan kemandirian yaitu ditujukan agar narapidana memperoleh
bekal untuk hidup mandiri setelah menjalani pidananya, seperti
keterampilan usaha mandiri, pengembangan minat dan bakat, mendukung
usaha pertanian dan perkebunan. Namun pelaksanaan pembinaan di
Lembaga Permasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang belum efektif sesuai
yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan
dengan ditemukannya berbagai permasalahan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pembinaan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang antara lain: sarana dan
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prasarana yang belum cukup, over kapasitas, dan petugas Lembaga
Pemasyarakatan yang masih kurang.
3. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana
dengan mengasingkan pelaku jarimah adalah sejalan dengan konsep
tentang Pemasyarakatan yang tujuannya untuk medidik para pelaku
jarimāh pidana untuk tidak mengulangi lagi jarimah yang pernah
dilakukannya. Hanya saja prosesnya yang berbeda, karena di zaman
Rasulullah, sahabat, dan sekarang. Begitupun di Lembaga Pemasyarakatan
IIB Kabupaten Pinrang pola pembinaan yang diberikan terhadap warga
binaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
B. Saran
Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang harus menyiapkan
strategi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang. Termasuk menerapkan
hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku.
Sehingga proses pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan efektif,
sehingga fungsi Lapas dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang
diharapakan oleh ketentuan perudang-undangan.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus
memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Rutan
kelas II B Kabupaten Pinrang. Seperti menyiapkan sarana dan prasarana
yang memadai kepada semua Lapas, agar proses pembinaan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Pemerintah juga perlu memberikan solusi
terhadap permasalahan over kapasitas pada Rutan, karena hal ini sangat
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembinaan narapidana.
3. Narapidana hendaknya menaati seluruh peraturan yang ada dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian proses pembinaan dapat
bejalan dengan efektif.
4. Diperlukan peran serta masyarakat dalam proses pengembalian narapidana
agar menjadi manusia yang taat hukum dan tidak mengulangi kejahatan
yang pernah dilakukan. Masyarakat tidak boleh mengasingkan atau
mengucilkan mantan narapidana, melainkan harus diterima kembali dan
diperlakukan seperti masyarakat lainnya.
5. Pola pembinaan yang ada di lembaga Pemasyarakatan terkhusus Rutan
kelas II B Kabupaten Pinrang untuk lebih mengedepankan pembinaan
kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih
diintensifkan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya atau
bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam.
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